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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 060l bjJ.l /KEP/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEStrHATAN, PtrNGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN.

Menimbang bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara
pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan dengan
regulasi yang sesuai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan
Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pemtrentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Mengingat : 1.

b.

2.

4.



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950, tentang Pernbentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentanq
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 TaLrun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Ta]nun 2OI2 tentans Sistem
Kesehatan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OI3 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
ka1i, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2016;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2023 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 127).

1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2072 tentang
Pedoman Pen5,'usunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentans
Pedoman Standar Pelayanan; dan

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65)

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang
lingkup pelayanan :

Penerbitan Sertifikat Penyrrluhal Keamalan Pangan

Verifikasi Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatarr

Verifikasi Sertifikat Standar Apotek

Verifrkasi Sertifikat Standar Toko Obat

Verifikasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

(sPP-rRT)

Surat Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit

Surat Rekomendasi ljin Operasional Puskesmas

Surat Rekomendasi Ijin Operasional Klinik

Surat Rekomendasi Terdaftar Penyehat Tradisional

Surat Rekomendasi lzin Sertifrkat Laik Hygiene Depot Air
Minum

Surat Rekomendasi Izin Sertifrkat Laik Hygiene Hotel

Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga

Surat Rekomendasi Izin Sertifrkat Laik Hygiene Rumah Makan

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KtrSATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, Masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
padatanggal t7 April 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGEND UK DAN KELUARGA

BEREN N KEBUMEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KtrLUARGA BERtrNCANA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060l6]Lt /KEP/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KEStrHATAI\, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEBUMEN

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangarr; dan
3. Subkoordinator Perencanaan.

c. Bidang Sumber Daya, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, terdiri atas:
1. Subl<oordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Subkocrdinator Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan; dan
3. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Perizinan.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
1. SubkoorC iirator Kefarmasian dan Penunjang Fasilitas Kesehatan;
2. Subkooroinator Pengembangan Fasilitas Kesehatan; dan
3. Suhkoordinator Mutu dan Regulasi Kesehatan.

e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
1 . Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gtzi Masyarakat;
2. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Keqa, Olah Raga dan Operasional

Fasilitas Kesehatan, dan
3. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
1. Subkoordinator Pengendalian Kependudukan;
2. Subkoordinator Keluarga Berencana; dan

' 3. Subkoordinator Keluarga Sejahtera dan Komunikasi, Informasi, trdukasi
dan Advokasi.

g. Unit Orgdnisasi Bersifat Khusus;
h. Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan
i. Unit Pelaksana Teknis.



2.

Dinas mempunyai tugas membantu .Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pelnbantuan yang diberikan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan lungsi:
a. penJrusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan dan

pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan
kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan
pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan dan
pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan
pemberdayaan, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan kesehatan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. pengendaiian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan
dan pemberdayaan, peiayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan
kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT, UOBK dan UOBF pada Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

STANDAR PELAYANAN
Jenis pelayanan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen, meliputi:

a. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Palgan

No. KOMPONEN URAIAN
t. Prod r lk Pelayanal Layanan Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Kemanan

Panean
'2. Persyaratan Pelayanan a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui

bit. ly/ DaftarPKPKebumen
b. Pemohon mengikuti penyuluhan Keamanan Pangan

sesuai jadwal pelaksanaan penl'uluhan
c. Nilai Dost test oeserta minimal 60

3. Dasar Hukum Undang- undang Republik Indonesia Nomor
8 Tatrun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Undang Undang Republik Indonesia Nomor
36 tahun 2OO9 tenta-ng Kesehatan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O12
tentang Pargan (Lernbaran Negara Tahun
2Ol2 Nornor 227. Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 2O21
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko:
Peraturan Pemerintah KesehatanNomor 14 Tahun
2Q2l tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
berbasis resiko Sektor Kesehatan
Pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemberian Sertilikat Pangan Industri Rumah

b.

c.



No. KOMPONEN URAIAN
g. Pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberial
Sertifikat Pangan Industri Rumah Tanqsa

4 SisienL, Mekanisme,
Prosedur

a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui
bit. ly/ DaftarPKPKebumen

b. Pemohon mengikuti penyuluhan Keamanan pangan
sesuai jadwal pelaksanaan penyuluhan

c. Nilai post test peserta minimal 60
d. Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan

Panean
5. Jangka Waktu Pelayanan 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan penyuluhan

keamanan pangan
6. Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan
a. Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dr.r,

rnasukan secara langsung melalui petugas
pelayanan atau petugas pengelola pengaduan, dan
menuliskan aduan pada blangko aduan yang
sudah disediakan atau Pemohon bisa
menyampaikan aduan, saran dan masukan secara
tidak langsung melalui kotak saran, SMS/WA,
Media Sosial dan email dan Petugas Pengelola
Aduan akan menjawab aduan paling lambat lx24
Jam

b. Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan
terhadap aduan, saran dan masukan

c. Tim melaksanakan tindak lanjut
d. Tim menyampaikan umpan balik ke pelapor

melalui telpon, sas/WA, email, Chat, atau langsung

8. Sarana dan Prasarala Modul Pelatihan
Soal Pre test dan post test
Alat Tulis Kartor
Komputer
Printer

b
c
d

9. Kompetensi Pelaksana a. Mengetahui persya-ratan pengqjuan
Sertifikat Penyuluharr Keamanan Pangan

b. Memiliki kejujuran dan ketelitian yang baik
c. Memiliki kemampuan mengoprasikan computer

10. Jumlah Pelaksana 3 orang
11. Jaminarn Pelayanan Pemohon rnendapatkan pelayanan sesuai

standar operasional prosedur (SOP) yang telatr
ditetapkan dan diberikal oleh petugas yang
berkompeten

12. Pengawasan Internal a. Kepa-la Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepala Bidang Sumber Daya Pernberdayaan

dan Promosi Kesehatan
13. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pemohon
Pelayanan sangat diutarnakan bebas dari
pungutan liar

1,4. Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

a. Evaluasi Kinerj a Tribulanan
b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

iangsung terkait kinerja dan kedisiplinan
c. Survei kepuasan pasien

No. KOMPONEN URAIAN
1 Produk Pelayanal a. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter Spesialis

b. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter Umum
c. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter Intership
d. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter Gigi

Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter Gigi Spesialis
Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter Gigi
Rekomendasi Surat Ijin Praktik Fisioterapis
Rekomendasi Surat Ijin Praktik Okupasi Terapis
Rekomendasi Surat Iiin Praktik Ortotis Prostetis

e,
f.
g.
h.
l.

,.. b. Verilikasi Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan



No. i KOMPONEN URAIAN

/j. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Perawat

lk. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Perawat Cigi/ Terapis

I Gigi dan Mulut
ll. Rekomendasi Surat Iiin Praktik Perekam Medjs
m. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Refraksionis Optisien
n. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Terapis Wicara
o. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Penata Anestesi
p. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Asisten penam

Anestesi
q. Rekomendasi Surat ljin praktlk Administrasi

Kesehatan
r. Rekomendasi Surat ljin Praktik Apoteker
s. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Tenaga Tekris

Kefarmasian
t. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Bidan
u. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Tehnisi Transfusi

Darah
v. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Fisikawan Medis
w. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Ahli Teknologi

Laboratorium Medis
x. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Radiografer
y. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Teknisi Elektromedis
z. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Entomolog Kesehatan
aa. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Psikologi Klinis
bb. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Epidemiolgi

Kesehatan
cc. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Sanitarian
dd. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Nutrisionis / Ahli Gizi
ee. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Penyuluh Kesehatan

Masyarakat
ff. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter pendidika4

Klinis
gg. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Tehnisi Gigi
hh. Rekomendasi Surat Ijin Praktik Pembimbin!

Kesehatan Keria
2. Persj,aratan Pelayanan Rekaman Surat Tanda Registrasi Bidan yang masih

berlaku.
Rekaman Ijasah;
Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna darj
dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
Surat Keterangan Mempunyai Tempat Praktik;
Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanar
Kesehatan tempat Bidan Akan berpral<tik;
Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm;
Surat Keterangan llzin d,ari atasan langsung;
Pernyatan mandiri bagi yang tidak terikat dengan
institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-;
Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih

b.

e-
d.

g.
h.

Berlaku;
j. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai

Rp.6.0OO,-;
k. Rekomendasi Organisasi Profesi Cabans Kebumen

3. Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahr
2016 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Bupati Kebumen No 83 Tahun 201
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggarar
PerDinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nr
Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Din
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Sa
Pintu Kabupaten Kebumen
Permenkes RI No.2052/ Menkes/ Per/X/ 201 1

Permenkes RI No.80 Tahun 2013
Permenkes RI No.23 Tahun 2013
Kepmenkes RI No.22 Tahun 2013
Kepmenkes RI No.HK.02.02 I Menkes I 148 I I I 2O7O
Permenkes RI No.20 Tahun 2016

b.

c.
d.
e.
f.

h.



No, KOMPONEN URAIAN
j. Permenkes RI 19 Tahun 2013
k. Permenkes RI 24 Tahun 2013
1. Permenkes RI 18 Tahun 2016
m. Permenpan No.O10 Tahun 2017
n. Permenpan No.042 Tahun 2000
o. Permenkes RI No.889 Tahun 2011
p. Permenkes RI No.889 Tahun 2011
q. Permenkes RI No.1464 Tahun 2010
r. Permenkes RI No.55 Tahun 2013
s. Permenkes RI No.36 Tahun 2O14
t. Permenkes RI No.42 Tahun 2015

Permenkes RI No.357/ MenkeslPer /Y /2O06
Permenkes RI No.45 Tahun 2015
Undang Undang RI No.36 Tahun 2014 Tent-1'rp
'lenaga Kesehatan

x. Permenkes RI No.45 Tahun 2017
y. Permenkes RI No.6 Tahun 2015
z. Permenkes R1 No.32 Tahun 2013
aa. Permenkes RI No.26 Tahun 2013
bb. Undang Undang RI No.36 Tahun 2014
cc. Permenpan No.017 Tahun 2003
dd. Perrnenpan No.0O6 Tahun 20O7
ee. Permenpan No.047 Tahun 2013

4. Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk
memperoleh izin/nonizin .dengan cara mengakses
laman Sistem Informasi Perizinan;
Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen
persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen
diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap,
Petugas Front Office menolak permohonan;
Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap
persyaratan, hasil verihkasi teknis dituangkan dalam
bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita
acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala
Dinas guna mendapatkan persetujuan atau
penolakan izin / nonizin;
Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau
penolakan izinlnonizin berdasarkan rekomendasi
Tim Teknis.
Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui
Sistem Informasi Perizinan

b.

d.

5. Janqka Waktu
Pt la yanan

3 (Tiga) Hari

6. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)

7. Penanganan pengaduan
dan saran

a. Pasien/pengguna layanan
menyampaikan melalui kotak safan, Instagram, atau
no whatsapp (085 171015454)

b. Petugas mencatat semua pengaduan.
c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola

pengaduan.
d. Jawaban pengaduan akan disampaikan

melaui telepon/ No Whatsapp/ e-mail
penqadu yanqbersanskutan.

8. Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

Atk

Telepon
Pulsa/ Kuota/Wih

a,
b.
c.
d.

L Kompetensi
Pelaksana

Memiliki kemampuan memverifikasi dokumer:
kelengkapan perizinan praktek tenaga kesehatan.
Memahami kelengkapan dokumen persyaratan Sural
Iiin Praktek tenasa kesehatan.

a,

b.

10. Jumlah Pelaksana 1 (Satu) Petugas



No, KOMPONEN URAIAN
11. Jaminan Pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak

Ciskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan
ekuntabel .

12. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung;
Rapat evaluasi

a.
b.

13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pasien

a. Data-dan informasi pengguna layanan dijamir
keamanannya dan digunakan semata mata han\,€
untuk kepentingan peiayanan;

b. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan
menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan
keselarnatan pengguna layanan.

t4. Evaluasi Kinerj:
Pelaksana

Lapoian evaluasi pelaksanaan tugas dan fun-s
Jisampaikan kepada Kepala Bidang dan Kepala frirras
baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

c. Verifikasi Sertifikat Standar Anotek

No. KOMPONEN URAIAN
1. Produk Pelayanan Mendapatkan Serti hkat Slandar Apotek
2. Persyaratan Pelayanan a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui

system Online Single Submission /OSSJb. Memenuhi persyaratan berkas: Rekaman NIB, Izin
Lokasi, lzin Lingkungan, lzin Mendirikal
Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, Surat Tanda
Registrasi Apoteker, Surat Ijin Apoteker, Denah
Bangunan, Daftar Sarana Prasarana, Berita Acara
Pemeriksaan

3. Dasar Hukum Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik;
Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daeral-r;
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1332 / Menkes/ SKlXl2OO2 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 922lMenkes lPer /X/ 1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentangjenis rencana usaha dana tau
kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai
dampak lingkungan hidup;
Permen PUPR Nomor 05 Tahun 2016 Tentane
Mendirikan Bangunan
Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentans
Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
Permenkes NOmor 26 Tahun 2018 Tentans
Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secari
Elektronik Sektor Kesehatan;
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentans
Standar Kegiatan Usaha dan Produk padi
Penvelenggaraan Perizinan Renrsahq Rarhacic

b.

d.

e.

f.

c.

h.

i.

J.

k.

n.



No. KOMPONEN URAIAN
Risiko Sektor Kesehatan

4. Srstem, Mekalisme, dan
Prosedur

a. Pemohon mengajukan permohonan melalui
Sistem Online Single Submission

b. Pemohon mengunggatr dokumen persyaratan
pemenuhan komitmen melalui Sistem lnformasi
Perizinan

c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen
d. Tim teknis melakukan visitias/verifikasi lapangan

kesarana
e. Kepala Dinas Kesel".atan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana memveri{ikasi,
menerbitkal rekomendasi Persetuiuan / Penolakanf. oss

5. Janeka Waktu Pelavanan hari setelah pemenuhan komitmen4
6. Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan
a. Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan

masukan secara langsung melalui petugas
pelayalan atau petugas pengelola pengaduan,
dan menuliskan aduan pada blalgko aduan yang
sudah disediakan atau Pemohon bisa
menyampaikan aduan, saran dan masukan
secara tidak lalgsung melalui kotak saral,
SMS/WA, Media Sosial dan email dan Petugas
Pengelola Aduan akan menjawab aduan paling
lambat 1x24 jam

b. Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan
terhadap aduan, saral dan masukan

c. Tim melaksanatan tindak lanjut
d. Tim menyampaika:n umpan balik ke pelapor

melalui telpon, sas/WA, email, Chat, atau
langsung

8. Sarana dan Prasarana a. Ceklist kelengkapan dokumen
b. Alat Tulis Kantor
c. Kornputer
d. Printer

9. Kompetensi Pelaksana a. Memaharni tugas dan fungsi pelayanarr
yang baik

b. Memahami peraturan perundang-
undangan tentang Kesehatan

c. Memahami Bidang Kesehatan
d. Memahami Bidane Kefarmasian

10. Jumlah Pelaksana 3 orang
11. .Jamrnan Pelayalan Pernohon rnendapatkan pelayanan sesuai

sta-ndar operasional prosedur (SOP) yang
telah ditetapkan dan diberikan olefr petugas
yang berkompeten

12. Pengawasan Internal a. Kepa-la Dinas Kesetratan PPKB
b- Kepala Bidang Surnber Daya Pemberdayaan

dan Promosi Kesehatan
i3. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pemohon
Pelayanan sangat diutarnakan bebas dari
pungutan liar

t4. Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

a. Evafuasi Kinerja Tribularran
b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasarl

langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
c, Survei kepuasan oasien

d. Verifrkasi Sertifikat Standar Toko Obat

No. KOMPONEN URAIAN
1. Produk Pelayanan Mendapatkan Serti{lkat Standar Toko Obat
2. Persyaratan Pelayanan a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui

system Online Single Submtsston
b. Memenuhi persyaratan berkas: Rekaman NIB, Izin

Lokasi, Izin Lingkungan, lzin Mendirikan
Ranrrrrnan dan SerfifiLai Tailz Errno<i Srrraf'larrlo



No. KOMPONEN URAIAN
Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, Surat Ijin
Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, Denah
Bangunan, Daftar Sarana Prasarana, Berita Acara
Pemeriksaan

3. Dasar llukum

d.

c. Undang-undang RI Nomor 25 tahun
pelayanan publik;
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun
Kesehatanj

2009 tentang

2009 tentang

J.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
Undang-undang Ri Nomor 36 Tahun 2014 tentans
Tenag,t Kesehalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2OO9
tentang Peket:jaarr Kefarmasian;
Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1332 /Menkes/ SK/X/2OO2 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 922lMenkeslPer lxl 1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Aootek:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 20 12 tentargjenis rencana usaha dana tau
kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai
dampak lingkungan hidup;
Permen PUPR Nomor 05 Tahun 2016 Tentans
Mend irikan Bangunan
Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentane Standar
Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentans
Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secari
Elektronik Sektor Kesehatan;
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sistem, Mekanisme,
Prosedur

b.

Pemohon mengajukan permohonan melalui
Sistem Online Single Submissron
Pemohon mengunggahdokumenpersyaratan
pemenuhan komitmen melalui Sistem Informasi
Perizinan
Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen
?im teknis melakukan visitias/verifikasi lapangan
kesarana
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana memverifikasi,
menerbitkan rekomendasi Persetuiuan / Penolakan
OSS

4. dan

,]

5. Janeka Waktu Pelavanan 4 (empat) hari keria setelah pemenuhan komitmen
6. Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
7. Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan
a. Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan

masukan secara langsung melalui petugas
pelaya:nan atau petugas pengelola pengaduan,
dan menuliskan aduan pada blangko aduan yang
sudah disediakan atau Pemohon bisa
menyampaikan aduan, saran dan masukan
secara tidak langsung melalui kotak saran,
SMS/WA, Media Sosial dan email dan Petugas
PengeJ.ola Aduan akan menjawab aduan paling
lambat 1x24 jam

b. Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan
terhadap aduan, saran dan masukan

c. Tim melaksanakan tindak lanjut
d. Tim menyampaikan umpan balik ke pelapor

melalui telpon, sas/WA, emai1, Chat, atau
lanssuns



No. KOMPONEN URAIAN
8. Saraiia dan Prasarana a. Ceklist kelengkapan dokumen

b. Alat Tulis Kantor
c. Kornputer
d. Printer

9. Kompetensi Pelaksana a. Memaharni tugas dan fungsi pelayalan
yang baik

b. Memahami peraturan perundang-undangan
tentang Kesehatan

c. Memal-rami Bidang Kesehatan
d. Memahami Bidang I(efarmasian

10. Jumlah Pelaksana
11. Jaminan Pelayanan Pemolron mendapatkan pelayanan sesuai

stardar operasional prosedur (SOp) yang telair
ditetapkan dan diberikan oleLr petugas yrrng
berkomoeten

12. Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepa-la Bidang Sumber Daya pemberdayaan

dan Promosi Keselratan
13. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pemohon
Pelayarran sangat diutarnakan bebas dari
pungutair liar

t4. Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

a. Evafuasi Kinerj a Tribulalarr
b. trvaluasi berdasarkan pengawasarr atasan

langsung terkait kineda dan kedisiptinan
c. Survei kepuasan pasien

e. Vedfikasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Spp-IRT)

No. KOMPONEN URAIAN

1. Produk Pelayanan Layanan Verifikasi Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Talgga

2. Persyaratan Pelayanan a. Pemohon sudah mengajukan permohonan melalui

system Online Single Submission

b. Memenuhi persyaratan berkas : Rekaman NIB,

Surat Kesanggupal Pemenuhan Komitmen,
rrn.e n dan l.hal

c. Sarana produksi pangan telah diaudit oleh petugas

pengawas pangan daerah puskesmas setempat dan

masuk dalam kategori level I dan II, nilai
dokumentasi dan hygiene sanitasi >70

3. Dasar Hukum

d.

Undang- undang Repubiik Indonesia Nomor
25 tatrun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
Undang Undang Republik Indonesia Nornor
30 tahun 2014 tentang adrninistrasi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Parrgarr (Lembaran Negara Tahun
2O 12 Nornor 227 , Tanbaltan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 536O);

Undang-Undang Nomor 23 Tel:rtn 2014
tentang Pemerintatt Daerah
Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tatrun
1999 tentang Label dan Iklal Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 7999 Nomor 131, Tambatran

b.

e.



No. KOMPONBN URAIAN

h.

Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor
34671;

Peraturan Pernerintah Nornor 28 Tahun
2OO4 tentang Kearnanan, Mutu dan Gizi
Pangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tajrun 2OO4 Nomor lO7 ,

Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4424)
Peratural Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

627sJ

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun

2018 tentang Pelayanal Perizinal Berusaha

Terintegrasi Secara trlektronik Sektor

Kesehatan (Berita Negara Republiklndonesia

Tahun 2O 18 Nornor 887)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanal Nornor 22 Tahun 20L8 tentarrg

Pedoman Pernberian Sertifikat Pangal
Produksi Industri Rurnah Tangga

4. Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan melalui

Sistem Online Sr'ngle Submissfon

Pemohon mengunggahdokumenpersyaratan

pemenuhal komitmen melalui Sistem Informasi

Perizinan

Petugas Dinas Kesehatan memverifikasi data SPP-

IRT untuk dibagi per wilayah ke{a puskesmas

Audit sarana produksi pangan oleh pengawas

pangan daerah wilayah puskesmas setempat

Hasil pemeriksaan oleh pengawas pangan daerah

masuk level I dan II, nilai dokumentasi dan

hygiene sanitasi>70

Proses verifikasi SPP-IRT

b.

d.

e.

5. Jangka Waktu Pelayanan Maksimal 6 bulan

6. Biaya/ Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)



No. KOMPONEN URAIAN

7. Penanganan Pengaduan,

Sarirn dan Masukan
Pemohon bisa menyampaikan aduan, saran dan

masukan secara langsung melalui petugas

pelayanan atau petugas pengelola pengaduan,

dan menuliskan aduan pada blangko aduan yang

sudah disediakan atau Pemohon bisa

menyampaikan aduan, saran dan masukan

secara tidak langsung melalui kotak saran,

SMS/WA, Media Sosial dan email dan Petugas

Pengelola Aduan akan menjawab aduan paling

lambat 1x24 jam

Tim Pengelola Aduan melakukan pembahasan

terhadap aduan, saran dan masukan

Tim melaksanakan tindak lanjut

Tim menyampaikan umpan balik ke pelapor

melalui telpon, sas/WA, email, Chat, atau

Iangsung

b.

d.

8. Sarana dan Prasarana a. Ceklist kelengkapan dokumen

b. Alat Tulis Kantor

c. Komputer

d. Printer

9. Kompetensi Pelaksana a. Mengetahui persyaratan pengajuan
Sertilikat Produksi Pansarl Industri Rumah
Tangga

b. Memiliki kejujuran dan ketelitian yang baik

c. Memiliki kemampuan mengoprasikan komputer

10. Jrrmlah Pelaksana 3 orang

_t1 Jam. 'en Pelayanan Pernohon rnendapatkan pelayanan sesuai

standar operasional prosedur (SOP) yang

tela.l- ditetapkan dan diberikal oleh petugas

yaig berkompeten

T2, Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB

b. Kepala Bidang Sumber Daya Pemberdayaan

dan Promosi Kesehatan

IJ. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pemohon

Pelayanal sangat diutarnakan bebas dari

PurlE,qL4r u4

t4. Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

a. Evaluasi Kinerj a Tribulanan

b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kineda dan kedisiplinal
c. Survei kepuasan pasien



Srrrdt Rekomerrdasi Ijin Operasional Rumah Sakit

Persyaratan Persyaratan Umum Usaha
a. Badan hukum RS
b. Profil RS (visi & misi, lingkup kegiatan,

rencana strategis, struktur orgalisasi,
perencanaan pemenuhan ketersediaan nakes
& non nakes terhadap jumlah, spesialisasi
dam kualifikasi SDM, perencanaan kebutuhan
SPA terhadap jumlah, jenis darr spesifrkasi,
jumlah & ketersediaan TT, status perzinan
berusaha, pencapaian indikator mutu.
akreditasi, jenis & fasilitas pelayanan, jumlah,
kualifikasi & jadwal praktik nakes, pelayanan
unggulan, alur pelayanan

c. Dokumen komitmen untuk melakukal
akreditasi oleh lembaga akreditasi RS (untuk
RS baru)

d. Surat keterangan kesesuaian peruntukan
lokasi & lahan serta pertimbangan kebutuhan
RS (dari Dinas Kesehatan Kab/Kota)

Persyaratan Khusus Usaha
a. Feasibility Study (FS)
b. Detail Engineering Design (DEDI
c. Master plan
d. Dokumen/bukti uji fungsi dana tau uji coba

alkes baru
e. Dokumen kalibrasi untuk alkes yang wajib

kalibrasi
f. Lokasi

1) Lokasi geotag RS
2) Surat keterangan dari Dinas PUPR terkait

keamanan dan keselamatan lahan
g. Bangunan, prasarana dan alkes

1) Dokumen self assessment bangunan dan
prasarana

2) Dokumen self assessment alat kesehatan
3) Dokumen SK tempat tidur RS tanda tangan

pimpinan RS : Total fi, TT kelas standar,
TT rawat inap, TT intensif, TT isolasi

h. Struktur organisasi
1) Dokumen struktur organisasi RS
2) Dokumen self assessment SDM
3) Dokumen SIP semua nakes RS

i. Dokumen sistem manajemen usaha
l) Dokunen analisa beban kerja
2) DokurnenUKL-UPL/Amdal
3) Daftar peralatan medis dan penunjang

medis
Dokumen badan hukum
Peraturan internal RS
SK Komite (Medik, Keperawatan, PPI,
PPRA, Etik & Hukum, dll)
SK Satuan Pemeriksaan Internal (PPI)
Standar Prosedur Operasional (SPO)
SPK-RKK tenaga medis & nakes, sertifikat
diklat teknis nakes

10) Hasil pemeriksaan baku mutu air bersih
dan air limbah

11) Perjanjian kerja sama pihak ketiga :

pengelolaan limbah, pelayanan darah (PMI)
l2l Perizinan : ABT, pemanfaatan radiologi,

genset, petir, listrik, lift, dll
j. Perizinan awal

Persyaratan dasar perizinan berusaha :

1) Kesesuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

4)

6)

7l
8)
al

a. Mendapatkan surat rekomendasi izin



NO KOMPONEN URAIAN
2) Persetujuan Lingkungan (UKL,

UPLlAMDAL)
3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
4) Sertifikat Laik Fungsi (SLFI

3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
tentang Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentans
Standar Kegiatan Ljsaha dan Produk padJ
Penl'elenggara Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Kesehatan

4. Sistem Mekanisme, dan
Prosedur

a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk
memperoleh izin dengan cara mengakses
laman Online Sing/e Submlssion

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dal pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi
dokumen

d. Tim Teknis melakukan verilikasi
teknis/visitasi lapalgan terhadap dokumen
permohonan, hasil verifikasi teknis
dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang
dilampiri berita acara pemeriksaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
peryaratan diterima dengan benar dan lengkap

6. Biaya/Tarif Tidek dipungut biaya (gratis)
7. Penanganan Pengaduan,

Saran, Masukan
Sarana yalg digunakan dalam penanganal aduan,
kritik dan saral:

a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen

b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@smail.com
c. HP Pengaduan : 0877 -3261-6000
d. Telepon : (02871 381572
e. Fax : (0287\ 3a4A73
f. Kotak saran pengaduan
g. Formulir survey IKM

Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran
adalah :

Verifikasi aduan
Mediasi
Koordinasi dan cek lokasi
Penyelesaian/ sanksi

a.
b.
c.
d.

8. Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

A. ATK
b. Laptop
C. HP
d. Telepon

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra\zat
Kabrlpaten Kebumen

10. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
11 Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

1) Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pemohon

Pelayanan sangat diutarnakan bebas dari
nrrn('|liah li.r



NO KOMPONEN URAIAN
i4. Evaluasi Kinerja

Pelaksana
a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kineda
b. Survei Kepuasan Masyarakat

g. Surat Rekomendasi Ijin Operasional puskesmas

NO KOMPONEN URAIAN
1. Produk Layanal Mendapatkan surat rekomendasi Din operasionai

puskesmas
Persyaratan Persyaratan Umum Usaha

a. Dokumen pembentukan Unit pelaksana
Teknis Daerah (UPID) dengan kriteri
Puskesmas harus didirikan pada setiaD
kecamatan. Dalam kondisi tertenlf;
berdasarkan pertimbangan kebutuhan
pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas
pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih
dari 1 (satu) Puskesmas

b. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti
lain kepemilikan tanah yang sah

c. Dokumen keputusan Bupati yang berisi nama
dan alamat, kategori berdasarkan
karakteristik wilayah kerja dan kemampuan
pelayanan Puskesmas

e. Durasi pemenuhan pqrsyaratan oleh pelaku
usaha untuk perizinan baru paling lama 1

(satu) tahun sejak NIB terbit.
Persyaratan Khusus Usaha

a. Dokumen sertifikat standar Puskesmas yang
masih berlaku (izin operasional yang lama)

b. Profrl Puskesmas
c. Persyaratan Perubahan Perizinan Berusaha

l) Dokumen sertifikat staldar Puskesmas
yang masih berlaku

2) Dokumen Salinan sertifikat tanah atau
bukti lain kepemilikan tanah yang sah

3) Dokumen kajian kelayakan untuk
Puskesmas (dalam hal direlokasi atau
berubah penggolongan usaha/kategori)
dari Dinas Kesehatan

4) Dokumen Keputusan Bupati yang berisi
nama dan alamat, kategori berdasarkan
karakteristik wilayah kerja dan
kemampuan pelayanan Puskesmas

5) Pelaku usaha harus melakukan perubahan
perizinan dalam hal lerdapat perubahan :

nama Puskesmas, alamat Puskesmas,
Kategori Puskesmas

d. Persyaratan Khusus Usaha
1) Kajian kelayakan pendirian Puskesmas

bagi Puskesmas yang pertama kali
didirikan

2l Daftar bangunan, prasarana, peralatan,
ketenagaan, kefarmasian, dan
laboratorium sesuai dengan standar

e. Lokasi : lokasi geotag Puskesmas, surat
keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan
dan keselamatan lalu lintas

f. Bangunan, Prasarana dan Alkes
1) Dokumen self assessment bangunan dan

prasarana
2) Dokumen self assessment alat kesehatan

g. Struktur Organisasi
1) Dokumen struktur organisasi Puskesmas
2) Dokumen self assessment SDM
3) Dokumen SIP semua nakes Puskesmas

h. Dokumen Sistem Manajemen Usaha
l) Dokumen Analisa Retran Kerie /ARKI



NO KOMPONEN URAIAN
Dokumen UKL-UPL
Daftar peralatan medis dan penunjang
medis
Dokumen badan hokum (SK BLU/BLUD,
Perda SOTK)
Standar Prosedur Operasional (SPO)
Hasil pemeriksaal air bersih dan air
limbah
Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga :

pengelolaan limbah, pelayanan darah (pMI)
Perizinan: ABT, genset, petir, tistrik, lift,
d11.

2l

4)

6)

7)

8)

3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O09
tentang Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya

c. Peraturan Menteri Kesehatan Reoublik
Indonesia Nomor 14 Tahun 202 I tentanq
Standar Kegiatan Usaha dan Produk padi
Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Kesehatan

4. Sistem Mekanisme,
Prosedur

a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk
memperoleh izin dengan cara mengakses
lan:ran Online Single Submtsston

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi
dokumen

d. Tim Teknis melakukan verihkasi
teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen
permohonan, hasil verifikasi teknis
dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang
dilampiri berita acara pemeriksaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
Igryaratan diterima dengan benar dan lengkap

6. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
7. Penarrganan Pengaduan,

Srri,..i, Masukan
Sarana yang digunakan dalam penalganan aduan,
kritik dan saran:

a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen

b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@email.com
HP Pengaduan : Oa77 -3261-6000
Telepon : (0287l. 381572
Fax : (0287) 384873
Kotak saran pengaduan
Formulir survey IKM
lanjut penanganan adual, kritik dan saran

Verifikasi aduan
Mediasi
Koordinasi dan cek lokasi
Penyelesaian/ sanksi

c,
d.
e.
f.

Tindak
adalah

a.
b.
C.

d.
8. Sarana dan Prasarana

,(Fasilitas)
ATK
Laptop
HP
Telepon

a.
b.
c.
d.

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

10. Jumlah Pelaksana 
I 3 (tiga) orang



NO KOMPONEN URAIAN
11. Janttnan Pelayanan Menddpatkal pelayalan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Keselratan PPKB
b. Kepala Bidang Pelavararl Kesehatan

13. Jaminan Keamanan dal
Keselamatan Pemohon

Pelayalan sarrgat diutalrrakan bebas dari
pungutar liar

14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja

b. Qurvei Kepuasan IMasyarakat

h. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Klinik
NO KOMPONEN URAIAN
1. Produk Layanan j Mendapatkan surat rekomendasi izin ope-asional

I klinik
2.

3.

Persyaratan Persyaratan Umum Usaha
a. Badan hukum publik untuk klinik pemerintah
b. Klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan

dapat berbentuk perorangan, badan usaha
atau badan hukum

c. Klinik swasta dengan pelayanan rawat inap
dapat berbentuk badan usaha atau badan
hukum

d. Klinik dengan penanaman modal asing hanya
berbentuk badan badan hukum perseroan
terbatas

e. Dokumen surat keterangan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai
pertimbangan persetujuan pendirian klinik
(pendirian klinik baru)

f. Dokumen profil klinik meliputi nama dan
alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi
dan waktu penyelenggaraan klinik

g. Dokumen self assessment klinik, meliputi
kemampuan pelayanan klinik, pelayanan
penunjang medik (kefarmasian dan
laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana
prasarana, peralatan dan sumber daya
manusia (SDM)

h. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha
untuk perizinan baru selama 3 (tiga) bulan,
sejak NIB diterbitkan.

Persyaratan Khusus Usaha
a. Daftar sarana, prasarana, bangunan,

peralatan dan daftar obat-obatan dan bahal
habis pakai

b. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan,
kompetensi dan struktur organisasi

c. Daftarjenis pelayanan kesehatan pada klinik
d. Dokumen Surat Izin praktik fSIp) semua

tenaga kesehatan yang bekerja di klinik
e. Dokumen pedanjian kerja sama pembuangan

limbah bahan berbahaya dan beracun (83), ijin
Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS 83)

f. Dokumen Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA) bila klinik mempekerjakan Tenaga
Kerja Warga Negara AsinR (TK-WNA)

Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentane
Standar Kegiatan Usaha dan Produk padi
Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor KesehAtAn



NO I KOMPONEN URAIAN
4. Sistem Mekanisme, dan

Prosedur
a. . Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk

memperoleh izin dengan cara mengakses
laman Online Single Submr'ssion

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi
dokumen

d. Tim Teknis melakukan verilikasi
teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen
permohonan, hasil verifikasi teknis
dituangkan dalam bentuk rekomendasi yans
d ilatnpiri berira acara pemeriksaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakarr
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
leryaratan diterima dengan benar dan lenekap

6. Biaya/Tarif Tidak dipungut bi4ya (gratis)
7. Penanganan Pengaduan,

Saran, Masukan
Sarana yang diglnakan dalam penanganan aduan,
kritik dal saran:

a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen

b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@qmail.com
HP Pengaduan : Oa77 -3261-6000
Telepon : (0287l' 381572
Fax : {0287) 384873
Kotak saran pengaduan
Formulir survey IKM
lanjut penanganan aduan, kritik dan sararl

Verihkasi aduan
Mediasi
Koordinasi dan cek lokasi
Penyelesaian/ sanksi

c.
d
e.
f.

Tindak
adalah

a.
b.
c.
d.

8. Sarana dal Prasarar-ra
(Fasilitas)

A. ATK
b. Laptop
C. HP
d. Telepon

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

10 Jumlah Pelaksana Q lltjgq) orang
11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

t2. Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepala Bidalg Pelavanan Kesehatan

13. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pemohon

Pelayanarl sangat diutarnakan bebas dari
pungutan liar

14. Evaltrasi Kinerja
Pelaksana

a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kineda

b. Survei Kepuasan Masyarakat

NO .. KOMPONDN URAIAN
1. Produk Layanan Mendapatkan surat rekomendasi terdaftar penvehat

tradisional
2. Persyaratan a. Surat pernyataan mengenai metode atau

teknik pelayanan yang diberikan
b. Fotokopi KTP yang masih berlaku
c. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanvak 2

ldual lembar

i. Surat Rekomendasi Terdaftar Penvehat Tradisional



NO KOMPONEN URAIAN
Surat keterangan tot-i ternpai pr.t til Oari
lurah atau desa
Surat pengantar puskesmas
Surat rekomendasi dari Asosiasi seienis atau
surat keterangan dari tempat kegiatan masans

d.

e,
f.

3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun ZO09
tentang Kesehatan

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentans
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

4. Sistem Mekanisme,
Prosedur I a. Pelaku usaha rrrengajukan permohonan untuk

I mernperoleh bin dengan cara mengakses
I lamanhttps://perizinan.kebumenkab.go.id/

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi
dokumen

d. Tim Teknis melakukan verifikasi
teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen
permohonan, hasil verifikasi teknis
dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang
dilampiri berita acara pemeriksaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

5. Jangka Waktu Pelayanan Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
peryaratan diterima dengan benar dan lenpkao

6. Biaya/Tarif Tjdak dipungut biaya (gratis)
7. Penalganan Pengaduan,

Saran, Masukan
lSarana yarrg digunakan dala- pen-r'ganan adi6,
I kritik dan saran:

I a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
I Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kebumen
b. E-mail : dinkesopkb.kebumen@smail.com

HP Pengaduar : 0877 -3261-6000
Telepon : (02871 387572
Fax : (0287) 384873
Kotak saran pengaduan
Formulir survey IKM
lanjut penanganan aduan, kritik dan saran

a. Verifikasi aduan
b. Mediasi
c. Koordinasi dan cek lokasi

_ d. Penyelesaian/ sanksi

c.
d.
e.
t

Tindak
adalah

8, Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

A. ATK
b. Laptop
C. HP
d. Telepon

9. Pelaksara Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Tokoh
Masyarakat dan Asosiasi Penyehat Tradisional
Empiris terkait

10. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
i1. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

t2. Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatal

IJ. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pemohon

Pelayanan sangat diutamakan bebas dari
Pungutan liar

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja

d. Survei Kepuasan Masvarakat



j. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum
NO KOMPONEN URAIAN
1. Proriuk Layanan Mendapatkan Sertifikat laik Hygiene Depot Air Minum
2. Persyaratan Persyaratan Umum Usaha

a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Foto copy SIUP
C.

d.
e.
f.

h.
t.
j.

Fotocopy hasil pemeriksa air
Fotocopy izin lama (bila perpanjangan)
Fotocopy KTP Pemohon
Mengisi Formulir Permohonan Izin
Sertifikat Penyuluhan Keamanan pangan
Surat Penunjukarl sebagai penanggung jawab
Surat Pernyataan Pemeriksa Air Laborat DKK
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
fSPPL)

k. Hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan
1. Uraian Rencana atau Proposal yang akan di

bansun

3. Dasar Hukum I a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tinrang
I Kesehatan

] b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
I Cipta Karvat-
I c. Peraturan Menleri Kesehatan Republik
I Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang
I Standar Kegialan Usaha dal produk pada
I Penyelenggara Perizinair Berusaha Berbasis

Resiko Sektor Kesehatan
d. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun

2023 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentans
Kesehalan Lingkungan

e. Peraturan Menteri Kesehatan Reoublik
Indonesia Nomor I 096/ Menkes/ per/ViJ 20 t 1

Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentans
Higiene Saritasi Depot Air Minum

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor I 098/ Menkes/ Sk/Vii7 2OO3
Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah
Makan Dat Restoran

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keamanan
Pansan

4. Sistem Mekanisme,
dan Prosedur

a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk
memperoleh izin dengan cara mengakses laman
Online Single Submission

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen
d. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis/visitasi

lapangan terhadap dokumen permohonan, hasil
verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk
rekomendasi yang dilampiri berita acara
pemerlKSaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
peryaratan diterima dengal benar dan lengkap

6. Biava/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
7. Penanganan

Pengaduan, Saran,
Masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan,
kritik dan saran:



NO KOMPONEN - URAIAN
Ruang Pengaduan Dinas Kes.hataq
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen
E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com
HP Pengaduan : 0877 -326I-6000
Telepon : (02871 381572
Fax : (0287) 384873
Kotak saran pengaduan
Formulir survey IKM
lanjut penanganan aduan, kritik dan saran

''.'..-veflIlKast aduan
Mediasi
Koordinasi dan cek lokasi
Pe4yelesaian/ sanksi

b.
c.
d.
e.
f.

Tindal<
adalah

a.
b.
c.
d.

8. Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

a. ATK
b. Laptop
c. HP
d. Telepon

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatal, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Kebumen

10. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

12. Pengawasan Internal a. Kepa.la Dinas Kesehatan PPKB
b. Kep4a Bidang P2 Kesmas

13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pemohon

Pelayanan sangat diutarnakan bebas dafi
pungutan liar'

14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja

b. Survei Kepuasan Masvarakat

k. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Hotel

NO KOMPONEN URAIAN
1. Produk Layanal 

_ Mendapatkan Sertifikat laik Hygiene Hotel
2. Persvaratan Persyaratan Umum Usaha

a. Foto copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Foto copy SIUP

Fotocopy hasil pemeriksa air
Fotocopy zin lalJj.a (bila perpanjangan)
Fotocopy KTP Pemohon
Sertifikat tanah / lay out bangunan
Mengisi Formulir Permohonan Izin
Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab
Surat Pernyataan Pemeriksa Air Laborat DKK
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan / ijin
Lingkungan
Hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan
Uraian Rencana atau Proposal yang akan di
bansun

c.
d.
e,
f.

h.
i.
J.
1.

l.
m.

3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Karya

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Kesehatan

d. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun
2023 ter:tang. Peraturan Pelaksanaan Peraturan



NO KOMPONEN URAIAN
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentars
Kesehatan Lingkungarr

e. Peraturan Menteri Kesehatan Reoublik
Indonesia Nomor I O96/ Menkes/ per/ Vi7 20 t I
Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga

f. Peraturan Menteri Kesehatan ReDublik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentane
Higiene Sarritasi Depot Air Minum

g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1098/ Menkes/ Sk/Vii/ 2003
Tentang Persyar-atan Hygiene Sanitasi Rumah
Makan Dan Restoran

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
17 Tahun 20 17 Tentang Pengawasan Keamanai..
Pansan

4. Sistem Mekanisme,
dal Prosedur

a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk
memperoleh izin dengan cara mengakses laman
Online Sing le Submission

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen
d. Tim Teknis melakukan verifrkasi teknis/visitasi

lapangan terhadap dokumen permohonan, hasil
verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk
rekomendasi yang dilampiri berita acara
pemeriksaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhal komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
peryarata4 diterima dengan benar dan lenqkap

6. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
7.

Pengaduan, Saran,
Masukan

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan,
kritik dan saran:

a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen

b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com
HP Pengaduan : Oa77 -3261-6000
Telepon : (0287l' 381572
Fa-x : (0287) 384873
Kotak saran pengaduan
Formulir survey IKM

.lanjut 
penanganan aduan, kritik dan saran

a. Verifikasi aduan
b. Mediasi
c. Koordinasi dan cek lokasi
d. Penyelesaian / sanksi

e.
f.
c.

Tindak
adalah

c.
d.

8. Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

A. ATK
b. Laptop
C. HP
d. Telepon

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk darl Keluarga Berencana dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Kebumen

10. I Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
i1 Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

lo Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepalq Bidang P2 Kesmas

13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pernohon

Pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar



NO KOMPONEN URAIAN
14. Evaluasi Kinerja

Pelaksana
a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

langsung terkait kineda
b. Survei Kepuasan Masvarakat

1. Surat Rekomendasi lzin Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga

NO KOMPONEN URAIAN
1. Produk Layanan Mendapatkan Sertilikat laik Hygiene Jasa Bosa
2. Persyaratan Persyaratan Umum Usaha

a. Foto copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Foto copy SIUP
c. Fotocopy hasil pemeriksa air
d. Fotocopy izin lama (bila perpanjangan)
e. Fotocopy KTP Pemohon
f. Mengisi Formulir Permohonan Izin
g. Sertifikat Penvuluhan Keamanan Pangan
h. Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab
i. Surat Pernyataan Pemeriksa Air Laborat DKK
j. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL)
k. Hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan
l. Uraian Rencana atau Proposal yang akan di

bansun
3. Dasar Hukum 36 Tahun 2009

11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor
tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomorb.

d.

e.

f.

h.

tentang Cipta Karya
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun
2023 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Lingkungan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1096/ Menkes/ Per/Vi/ 201 1

Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Higiene Sanitasi Depot Air Minum
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1098/ Menkes/ Sk/Vii/ 2003
Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah
Makan Dan Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
17 Tahun 2077 Tentang Pengawasan
Keamanan Pangan

4. Sistem Mekanisme, dan
Prosedur

a. Pelaku usaha mengajukal permohonan untuk
memperoleh izin dengan cara mengakses
Laman Online Single Submisslon

b. Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen

c. Subkoordinator melakukan verifikasi
dokumen

d. Tim Teknis melakukan verifikasi
teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen
permohonan, hasil verifikasi teknis
ditualgkan dalam bentuk rekomendasi yang
dilampiri berita acara pemeriksaan

e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

Jangka Waktu Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
ner-ver'aten diterima denpan trnar dan lerskan



NO KOMPONEN , URAIAN
Tidak dipungut biaya (gratis)6. Biaya / Tarif

irenanganan Pengaduan,
Saran, Masukan

Sarana yang digunakal dalam penanganan aduar,,
kritik dan saran:

a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen

b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com
HP Pengaduan : 0877 -326I-6000
Telepon : (0287]1 381572
Fax : (0287) 384873
Kotak saran pengaduan
For mulir survey IKM
lanjut penanganan aduan, kritik dan saran

a. Verifikasi adual
b. Mediasi
c. Koordinasi dan cek lokasi
d. Penyelesaian/sanksi

c
d
e.
t

Tindak
adalah

8. Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

A. ATK
b. Laptop
C. HP
d. Telepon

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencala dal Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Kebumgn

10. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

t2. Pengawasan Internal a. Kepala Dinas Kesehatan PPKB
b. Kepala Bidang 82 Kesmas

13. Jarninan Keamanan dan
Keselamatan Pemohon

Pelayanan sangat diutamakan bebas dari
Pungutan liar

14. Evalirasi Kinerja
Pelaksana

a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja

b. Survei Kepuasan Masyarakat

m. Surat Rekomendasi Izin Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan
NO KOMPONEN URAIAN

L1. P.n, I.r5_!gJq4an_ Mendapatkan Sertifikqt laik Hygiene Rumah Makan
r) Pe: svaratan Persyaratan Umum Usaha

a. Foto copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
b. Foto copy SIUP

Fotocopy hasil pemeriksa air
Fotocopy izin lama (bila perpanjangan)
Fotocopy KTP Pemohon
Mengisi Formulir Permohonan Izin
Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab
Surat Pernyataan Pemeriksa Air Laborat DKK
Surat Pernyataar Pengelolaan Lingkungan
(SPPL)

k. Hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatar Lingkungan
l. Uraian Rencana atau Proposal yang akan di

bangun

c.
d.
e.
f.
c.
h.
1.

J.

3. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karya

c. Peraturan Menteri Kesehatan Reoublik
Indonesia Nomor 14 Tahun 202l tJntane
Standar Kegiatan Usaha dan produk padi
Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Kesehatan
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c.

Peraturan Menteri Kesehatan nomot 2 Tahun
2023 tentang Peraturan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Lingkungan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1096/Menkes/ per/Vi720 l l
Tentang Higiene Sanitasi Jasaboea
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
lndonesia Nomor 43 Tahun 2Ot4 Tintans
Higiene Sanitasi Depot Air Minum
Keputusan \lenteri Kesehatal Republik
Inclonesia Nomor 1098/ Menkes/ Sk/ ViiT 2003
Tentang Persyaratan Hygiene Salitasi Rumah
Makan Dan Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
77 Tahun 2077 Tentang pengawasan

-4!gme!e! Jdn€a4__
Pelaku usaha -.nga.lut anl.irnohonan u.,tuk
memperoleh izin dengan cara mengakses
laman Online Single Submisston
Pelaku usaha mengunggah dokumen
persyaratan dan pemenuhan komitmen
Subkoordinator melakukan verifikasi
dokumen
Tim Teknis melakukan verifikasi
teknis/visitasi lapangdn terhadap dokumen
permohonan, hasil verifrkasi teknis
dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang
dilampiri berita acara pemeriksaan
Kepala Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
menerbitkan persetujuan atau penolakan
pemenuhan komitmen berdasarkan
rekomendasi Tim Teknis

d.

d.

4. Sistem Mekalisme, dan
Prosedur

5. Jangka Waktu
Pelayanan

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan
pgryaratan diterima dengan benar dan lenskap

6. I Braya/Taif Tidak dipungut biaya (gratis)
7. Penanganan Pengaduan,

Saran, Masukan
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan,
kritik dal saran:

a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kebumen

b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com
HP Pengaduan : 0877 -3261-6O00
Telepon : lo287l 387572
Fax : (0287) 384873
Kotak saran pengaduan
Formulir survey IKM
lanjut penanganan aduan, kritik dan saran

;

Verifikasi aduan
Mediasi
Koordinasi dan cek iokasi
Penyelesaian/ sanksi

c.
d.
e-
f.

c.
Tindak
adalah

a.
b.
c,
d.

8. Sarana dan Prasarana
(Fasilitas)

a. ATK
b. Laptop
c. HP
d. Telepon

9. Pelaksana Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas
Penanaman Modal darr Pelayalan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Kebumen

10. Jumlah Pelaksana ' 9tiga) orang
11. Jaminan Pelayanan Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan
oleh petugas yang berkompeten

t2. Pengawasan Internal a. Kepa.la Dinas Kesehatan PPKB
b.Kepala Bidang P2 Kesmas
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13. Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pemohon
Pelayanan sangat diutarnakan bebas dari
pungutan liar

14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

a. .Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kineq'a

b. Survei Kgpuasan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUD BERENCANA

{r.


